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KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas lasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SECJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat
Edaran Nomor 13SEQJK.03/2019 tentang Penerapan Tala Kelola bagi Bank Pembiayaan
Rakyat Syarish, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan
Manajemen Rislko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Syarlah
Mitra Harmonl Kota Bandung. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan
Tata Kelola di BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung laporan ini memuat ruang lingkup
pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang telah dilakukan selama tahun 2024
meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organsiasi Bank, namun demikian
agar selaras dengan faktor-faktor penilalan yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan (0UK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan tata kelola
(GCG) meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksl;
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ;
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS ;
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS
Penanganan benturan kepentingan;

a. Penerapan fungsi kepatuhan;

b. Penerapan fungsi audit intern;

¢. Penerapan fungsi audit ekstern;

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intem;
9, Batas Maksimum Penyaluran Dana;

10. Rencana Bisnis BPRS;

11, Transparansi kondisi kevangan dan non keuangan;

I L

Demikian |aporan tata kelola ini dibuat, mohon kritik dan saran serta pembinaan dari
semua pihak dan dapat dipergunakan untuk perbalkan dimasa yang akan datang. Semoga dapat
memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance.

Bandung, 25 April 2025
PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA BANDUNG
Direksi,

Jag W ol Wi laie o

Direktur Utama
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PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisarls PT. BPR Syariah Mitra Harmonl Kota Bandung setelah membaca dan
mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atsu tata kelola di
PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung yang telah disusun sebagaimana Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagl Bank Perekonomian

Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangsen No.
SISEQJK.03/2022 tentang Perubahan Afas Sural Edaran Nomor 13/SEDJK.03/2019 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyal Syanah, maka dengan inl kami

memberikan persetujuan atas laporan pelaksanaan Good Corporote Governonce atau tata kelola
PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kola Bandung tahun 2024, Untuk selanjutnya laporan ini dapat

disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagail bahan evaluasi kedepan dalam pelzksanaan

penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola di PT. BPR Syarlah Mitra Harmonl Kota
Bandung.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya seta penuh rasa tanggung jawab,

Bandung, 25 April 2025

PT. BPR Syariah Mitra Harmonl Kota Bandung
Dewan Komisaris

—

: Muchsin, 5.E.}
Komisaris Utama Komisaris
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BAB |
PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang
Dengan semakin meluasnya pelayanan disertal peningkatan volume usaha Bank
Perekonomian Rakyat Syarfah (BPRS), maka semakin meningkat pula risiko BPR Syariah
sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR Syariah.

PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung (yang selanjutnya disebut "Bank Syariah
Mitra Harmoni Kota Bandung” adalah salah satu BPR Syariah yang memandang penting
penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Syariah Mitra Harmoni
Kota Bandung, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder] dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nlial etika yang
berlaku.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung terus berupaya
untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan dan terus memperkuat komitmen
untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap
kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasl agar tetap terjaga
dengan baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan
berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilal perusahaan dan
kepercayaan stokeholders, balk intemn maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah
diubah terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3, Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SECJIC03/2019 Tentang Penerapan
tata keola bagi Bank pembiayaan rakyat syariah

4. Peraturan Otoritas lasa Keuangan Nomor 9 Tahun 20248 tentang penerapan tata
kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah atas
perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagl Bank Perkreditan Rakyat:

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Bank
Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan MNomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas
Pelaporan Keuangan Bank

Hzlaman 1|28



7. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEQIK.03/2024 Tentang Penerapan
tata keola bagl Bank perekonomian ralyat atas perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 24/SEQJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Strategi Anti Fraud
Bagi Lembaga Jasa Keuangan

. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pelaksanaan tata kelola Bank memperhatikan 5 {lima) prinsip dasar, sebagal berikut :

1. Keterbukaan (Tronsparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi
yang material dan relévan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;

2. Akuntabilitas  (Accountability] yaitu kejelasan fungsl dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (Responsibliity] yaltu kesesualan pengelolaan BPR Syariah
dengan peraturan perundang-undangan yang beraku dan prinsip-prinsip
pengelolaan BPR Syariah yang sehat;

4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan BPR Syariah secara professional
tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;

5, Kewajaran (Faimess) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung

Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung dibuat untuk penerapan
chech dan balance, sistem pengendalian Intern yang balk serta pembagian tugas dan
tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

2. Dewan Komisaris;

3. Direksl;

4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap Manajemen Risiko dan APU PPT & PPPSPM
5. Pejabat Eksekutif Audit intern

Seluruh baglan pada struktur tata kelola Bank Syariah Mitra Harmoni Kota Bandung
memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung Jawab yang disahkan melalul Surat
Keputusan Direksl, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB Il
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN [Self Assesment) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat : | JL Soekarno Hatta No. 575¢ Kota Bandung Provinsi
lawa Barat
Nomor Telepon : | (022) 7306639

Panjelasan Umum t -
Peringkat Komoosisi Hasll Penilaian | : | 2
Sendini (Seif Assesment) Tata Kelola
Penjelasan Peringkat Komposisi Hasil [ : | 2
Penitalan Sendini (self Assesment) Tata

Kelola

m:::-i:|lll!mum
KCPMPOSIT

le111ﬂ2|11222ﬂ.1ﬂ1

FAKTOR

PREDIKAT 2

KOMPOSIT

Dengan Rinclan :

NO KRITERIA / INDIKATOR NILAI FAKTOR

= ———— ]

1 Felaluanain Tugas, Tanggun; Jawah dan Wewenang D{mld Hﬂm 2 (Mermnadal)

2 | Pelaksanaan Tugas, Tanggung lawab, dan Wewenang Dewan Nilai 2 [Memadai)

Komisaris
3 | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS Nital 2 (Memadai)
4 | Helengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Tidak Dinilai
5 | Pelaksanaan Prinsip Svarfah dalam lmgimn BPRS Milai 2 (Memadal)
6 | Penanganan Benturan Kepentingan Nilai 2 (Memadai}
7 | Penerapan Fungsl Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ektern Nifai 2 {Memadai)
8 | Penerapan Manajemen Risiio termasuk sistem pangendalian Nilgi 2 (Memodai)
Intern
9 | Batas Maksimum Pen\ralu ran Elana Nitai 2 (Memadal)
10 | Rencana Bisnis BPRS Nifai 2 {Memadal)
11 | Transparansi kondisl keuangan dan non keuangan Nifai 2 (Memadal)

= e
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Total Nilal Faktor 22
Nilai Kompesit 185 (2)

sredlkat Komposit I
KESIMPULAN

—

Manajemen BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal Ini
tercermin dari pemenwhan yang memadal atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan
pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat

= ey

A, Faktor Positif Struktur dan Infrastruktir

1. Penilaian terhadsp struktur dan infrastrulktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung lawab,
dan Wewenang Direks| yang dimiliki BPR Syariah adalah terpenubi secara keseluruhan,

2. Manajemen BPR Syariah telah menilal bahwa struktur dan infrastrulktur Pelaksanaan
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan terpenuhi
secara keseluruhan,

3. Manajemen BPR Syariah telah menilal bahwa struktur dan infrastruitur Pelaksanaan
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS berjalan dengan terpenuhi secara
kesaluruhan.

4. Hasll penerapan dan pelaksanaan keglatan operasional BPR Syariah sesual dengan Prinsip
Syariah.

5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan
Kepentingan BPR Syarizh tergolong terpenuhl secara kessluruban,

6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungs! Kepatuhan, Penerapan Fungsi
Audit Intern dan Fungsi Audit Eksteren pada BPR Syariah saat ini dinilai terpenuhi
secara keseluruhan,

7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen
Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR Syariah tergolong terpenuhi secara keseluruhan.

B. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Perwaluran Dana pada BPR Syariah struktur
dan infrastruktur Batas Maksimum Penyaluran Dana dinilai terpenuhi secara
keseluruhan,

9. Berdasarkan hasil penilalan, struktur dan [nfrastruktur Rencana Bisnis BPR Syarizh
pada BPR Syariah dinilal terpenuhl secara keseluruhan

10. Tranparansi kandisi keuangan dan nan keuangan BPR Syarish telah sesual.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola
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1, Penilaian terhadap proses penerapan tata kelols Pelaksanaan Tugas, Tanggung lawab,
dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR Syariah adalah memadal,

2. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanzan Tugas, Tanggung Jawab,
dan Wewenang Dewan Komisaris di BPR Syarlah menunjukican kondisi memadai.

3. Implementasi proces penerapan tata kelola Pelaksansan Tugas, Tanggung Jawab,

dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah di BPR Syarlah menunjukkan kondisi memadal,

implementasi penerapan prinsip syariah pada kegiatan BPR Syariah dinllai memadai.

Ditinjau dari sis| regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kzpentingan

yang dimiliki BPR Syariah dinilal memadal.

Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi

Audit Ektern pada BPR Syariah saat ini dindlal memadai,

Penilalan terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi

Anti Fraud yang dimifiki BPR Syariah adalah memadai.

B, Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Penyaluran
Dana pada BPR Syariah dinilai memadai,

9. Implementati proses penerapan tata kelols Rencana Bisnis BPR Syariah di BPR Egrarill'1
menunjukian kondisi memadal.

10. HiiiFTﬁl'lpiﬂl'l!ﬂ kondisi kmng:an dan non keuangan BPR Syariah adalah memadal

o e

e S

iC. Faktor Positif Hnl Penerapan Tata Kelola _=-

1. Implementasi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung lawab, dan
Wewenang Direksi di BPR Syariah menunjukkan kondisi memadal,

2. Penilslan terhadap hasi pensrapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab,
dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR Syariah adalah memadai.

3. Penilalan terhadap hasil penerapan t3ta kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab,

dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki BPR Syariah adalah memadal.

Penilaian terhadap hasil penerapan prinsip syarizh tergolong memadal.

BPR Syarizh telah mengimplementasikan hasil penarapan tata kelola Penanganan Benturan

Kepentingan dengan penilaian memadai.

6., Hasil penllaian menupjukkan bahwa hasll penerapan tata kelola Penerapan Fungsi
Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Eksternal BPR Syariah tergolong memadai.

7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajeman
Risiko dan Stratagl Anti Fraud BPR Syariah tergolong memadal.

B, Manajemen BPR Syariah elah menilsi bahwa hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum
Penyaluran Dana berjalan dengan memadai.

0. Hasll evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata keiola Rencana Bisnis BPR Syariah pada
BPR Syariah berada dalam kondisi memadai.

10, Tranparansl kondisi keuangan dan non keuangan BPR Syariah dinilal memada:.

en

ﬁmwmmmmm

m hal struktur dan Infrastrukiur penerapgan tata kelola pada PT. BPR Syarigh Mitra Harmoni
ota Bandung secara umum telah terpenuhi, baik dari kebijakan dan prosedur, pemisahan tugas,
jawab dan wewenang namun masih periu dilakukan rekrutimen karyawan untuk
erlancar oparasional bank dan pertumbuhan kredit perusahaan dikarenakan masih adanya
rangkap jabatan ditingkat kepala bidang/staf dalam struktur organisasi

Halaman 5'13



. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola N —— -

nk perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang
imillkl agar selaras dengan ketentuan terbaru dari reguiator. Diperlukan pelatihan dan
ngan SOM secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu dan kualitas SOM agar

, Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

gian RBB bulan Desember 2024 belurn sepenuhya tercapal yaltu pencapalan target: Asset
ebesar B5,22%, Pemblayaan sebesar 94,71%, Dana Plhak Ketiga sebesar 96,18%, laba (sebelum
k) sebesar 47,94% dan belum tercapainya target penyelesaian NPF dan penagihan
embiayasn hapus buku. Terdapat denda dari regulator dikarenakan kesalzhan penginputan
falam laparan bulanan dari hasil pemeriksaan otoritas jasa keuangan,

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung lawab Anggota Direksi

NO PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI
1 NAMA = Lili Setiaji, 5.Kom
NIK : 3376021611690002
fabatan : Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas antara lain:

l. 1. Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan |
dalam sepaln kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta
menjalankan sepala tindakan kepengurusen maupun kepemilikan dengan
hatasan-hatasan yang jelas.

2 Melaporkin kepada perseroan tentang saham yang dimilikinyn dun/atau
keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnys dicatat
dalam daftar khusus.

‘ 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah

rapat Direksi,

Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS,

Memelihara scluruh daftar, nsalah dan dokumen kevangan dan dokumen

Perseroan.

6. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan
kepada Pemegang Saham. |

7. Menyampaikon Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelash oleh
Dewsn Komisaris dolam jangkn waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahim buku perseroan berakhir.

% Memastikan bahwa pejabat dam karyawan memiliki pengetahuan dan
keahlinn yang dibutuhlkan BPRS dalam penerapan AFU din PPT.

9, Metnbust pedoman kebijakan dan prosedur Pembigyaanan secara tertulis.

10. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh
Peraturan dan Perundang undangan.

11. Memastikan penerapan dan pelaksanamn tentang Perlindungan Konsumen.

12, Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyalumn dang
secara optimal.
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13. Menjaga likuiditas secara optimal,

14. Memastikan lapomn keuangan tepat wakiu dan benar,

15, Memastikan sistem/prosedur operasional dan Pembiayaanan dilaksanakan
sesua ketentnan.

16, Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.

17, Menindeklanjuti hasil evalunsi/pemeriksaan Instansi vang berwenang,
Dewan komisans, Akunian Publik dan Intermal Audit.

18. Dalam hal diperfukan untuk mevakinkan kelayakan usaha dan memastikan
kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahu
kelayakan usaha calon debitur.

19. Menvelesaikan Pembiayaan bermasalah melalui jalur hukumn dengan tetap
berpedoman pada prinsip cost and benafit.

20. Meningkatkan keterampilaan dan profesionalisme sumber daya insani.

21. Mengoptimalkan sumber dava yang dimiliki perusahaan agar efesien dan
produlktif

22, Berkewajiban bekerja secara kolegial dan transparan.

23, Independen terhadap pemegang saham pengendali.

24. Berkewajiban untuk melaksanskan ketenan veng tercanium dalam
anggaran dasar Bank.

25, Berkewajiban mengmplementasikan visi, misi, strateg, sasaran usaha
serin rencana jangka pendek, jangka menengah dan jungha panjang

26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus
Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank,

27, Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi

28, Memastikan terselengrarannya pelaksanaan Good Corporate Governance
dalam setiap kegatan usaha Bank pada selurub tmgkatan atau jenjang
operasional berdasarkan denpun prinsip kehati — hatian.

29, Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tangmung jawab
sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Persturan Perundang
- Undangan vang berfaku

30, Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dan Satuan Kega Audit Intem
Bank, auditor cksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan /
atau basil pengawnsan otoritas lainnya

31, Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian.

32 Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu
kepada Dewan Komisaris,

33, Melaksanakan pedoman dan tata tertib kega yang meliputi © Etika Kerja,
Wakty Kegja dan Pernturan Rapat,

34, Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa
yang dikeluarkan oleh Otorims Jasa Keuangan,

35, Mengévaluasi dan memutuskan transaks vang memerlukan persefujuan
Direksi

36, Molaksanakan budaya Manajemen Risiko pada scluruh jenjang orpand sasi

37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber dava insani vang terkait
dengan Kepatuban dan Mammjemen Risiko,

38 Memastikan bahwa fungsi Kepamban dan Manajemen Risiko telah
beroperasi secara independen,
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39, Memantau kecukupan kinerja penvelenggaman Teknologi Informasi dan

upays pemingkatannya, dan

40, Memastikan bahwa:

8. Teknolog Informasi vang digupakan mendukung perkembangan
usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap
nasabah BPRS,

b. Terdapat kegistan peningkatan kompetensi sumber daya insani vang
terkmit dengan penyelenggarann dan penggunaan Teknologi Informasi;

¢ Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (informarion
securtly  managemend sysiem) yvang efeknf dan dikomunikussikan
kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologl Informasi;
dan

d Kebijakan dan prosedur penyelenggarsan Teknologi Informasi
diterapkan secara efekuf

41. Memastikan pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangks meningkatkan

Literasi Keuangan dan Inklusi Kenangan.

Tanggung jawab antara lain:
I a. Terkoordimimya semus aktivitas BPRS, baik bidang operasional,

s p

S

pembiayaan dan pemasaran serta Sumber Daya Insani dengin sebaik-

baiknya

Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efesien.

Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuni dengan kefentuan

perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya citra yang baik dan hubungan vang harmonis dengan

lingkungan masyarmkat.

Tercapninys target sesun anggaran yang telah ditetapkan.

Bertanggung jawab atas selurul penerapan dan pengawasan program Anti

Pencucian Uang ( APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), vang

meliputi :

a Memastikan memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemerapan Program
APU dan PPT;

b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersift strstegis
mengenal penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisanis;

¢. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksunakan sesum
dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetaplan;

d. Membentuk umit kerja khusus dan/atau menunjuk Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap pencrapan program APU dan PPT;

e Melakukan pengawasan atas kepatuhan wnit kerja dalam menerapkan
program APL] dan PPT,

f Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
penerapan program APL/ dan PPT sejalan dengan perubahan dan
pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sekior jasa keuangan
serta sesual dengan perkembangan modus Pencocian Usng dan/stan
Pendanaan Terorisme,
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g Memastikan bahwa selurub pegawai, khususnya pegawai dari satuan
kerju terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan ving
berkaitan dengan pencrapan program APU dan PPT secara berkala

7. Mmmmmmmmmma firn s
satuan pengawasan intem.
8 h-iﬂ:lﬂlhn berjalannya penerapan fungsi Kepatuban dan Manajemen

Risiko.

9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manmjemen

Risiko secura tertulis,

10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan

Dirgksi.

[1. Mengembangkan budnys Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh
jenjang organisasi.

12. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani yang terfait
dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko |

13, Memastikan bahwa fungsi Kepatuhsn dan Manajemen Risiko telah i
beroperasi secara independen. |

|4. Bertanggung jawah atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Menajemen |
Risiko dan eksposure risiko vang diambil BPRS harus kescluruban,

15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada
selurub aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yung
diperlukan sesum dengnn profil Risiko BPRS.

16, Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fimgsi kepengurusan Bank secara
efektif dan efisien.

I'7. Mempertanggungjawabkan  kepida Pemegang Saham atas jalannya
operasional Bank.

18, Bertanggung jawab penuh atas pelaksansan kepengurosan Bank,

19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Seham.

20. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan  pengemban gan
Tekhnologi Informas

21. Bertanpgung Jawab dalam penyusunan dan pelaksanakan rencana kegiatan
dalum rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan,

22. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti
Frenl.

Nama Wima Ardhi Swandono, S.E.1

NIK 3404020807850002

Jabatan Direktur  Dperasional  Merangkap
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas antara lain:
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1. 1) Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketign serta
menjalankan segala tindakan kepengurisan maupun kepemilikan dengan
bamsan-batasan vang jelas.

2. Melaporkan kepada persercan tentang saham yang dimilikinya dan/atan
keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat
dalum daftar khusus.

3. Membuat daftar pemegang saham, dafiar khusus, risalah RUPS dan
risalah rmpat Direksi

4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS.

5. Bersuma-sama Direktor Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesua
ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham

6, Memelihar seluruh daftar, nisalah dan dokumen kevangan dan dokumen
PETBErOaT.

1. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan
rencana kerja untuk mencapai anggaran,

8. Bersama-sama Direktur Utama menyampaikan laporan talunan kepada
RUPS setelah ditelash aleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling
Inmbat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

9. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan
keahlian yang dibutuhkun BPRS dafam penerapan APU dan PPT.

10. Bersama — sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijukan dan

1. Memastikan penerspan  dan  pelaksanaan (entang  Perlindungan
Konsumen,

12. Menjaga keseimbangan likuidites, pendanaan, Pembiavaanan dan
permodalan secara optimal untuk mencapai tingkal kesehatan yang baik.

13. Memastikan laporan keusngan tepat waktu dan benar,

14. Memastikan  sistem/prosedur  operasional  dan  Pembiayannan
dilaksanakan sesuai ketentuan,

15. Memingkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusatnan.

16, Menmndaklanjuti hasil evaluasi’pemeriksaan Instansi yang berwenang,
Dewan Komisans, Akuntan Publtk dan Internal Audit

17. Dalam hal diperlukan untuk mevakinkan kelayakan usaba dan
memastikun kondisilokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk
mengetahui ketayvakan usaha calon debitur.

18. Meningkatkan keterampilaan dan profesionalisme sumber dava insani.

19. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan apar efesien dan
produktif

20. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan
memastikan pendidikan dan pelatihan tersebot sesuai dengan kebutuban
pegawai,

21, Berkewajiban bekerje secara kolegial dan transparan,

22, Independen terbmdap pemegang saham pengendali.

23, Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam
anggaran dasar Bank,

24 Berkewsjiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasamn usaha |
serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,
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25. Merencanakan dan menentukan kebijokan dalam memimpin dan
metigurus Bank serta bertanggungjuwab terhadap kekayaan Bank.

26. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi,

27. Memastikan  terselengparannya  pelaksanaan  Good  Corporate
Covernance dalam setiap kegiatan usaba Bank pada seluruh tingkatan
atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati — hatian.

28, Mengelola Bank sesumi demgan kewenangan dan tanggung jawab
sebagmimana telah diatar dalam Angearan Dasar dan Peraturan
Perundang - Undangan vang berlaku

19, Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dan Audit Intern Bank,
auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau
hasil pengawasan otoritas lainnys

30. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis
di bidang kepegawaian.

31. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waku
kepada Dewun Komisans.

32. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja vang melipun © Fiika Kerja,
Waktu Kerju dan Persturan Rapat.

35. Mematuhi  ketentuan tentang Kepatuhan atan ketentuan lain yang
dikeluarkan olch Ooritas Jasa Keuangan.

34, Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
Direksi

33, Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi

36. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait
dengan Kepatuhan dan Manajomen Risiko,

37. Memastikan bahwa fungsi Keparuhan dan Manajemen Risiko telah
berjalan secars independen.

41, Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan
upaya peningkatannya; dan

43. Memastikan bahwa:

a. Teknologi Informasi vang digonakan mendukung perkembangan
usaha, pencapaisn ftujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan
terhadap nasabah BPRS.

b. Terdapat kegiatan peninghatan kompetensi sumber daya imsani yang
terkait dengan penyclenggarsan dan  penggunaan  Teknologi
Informasi;

¢ Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (fformation
security marnagement system) vang efcktif dan dikomunikasikan
kepada satan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi
Informasi; dan

d. Kebijakan dan prosedur penyelenpparasn Teknolopi Informasi
diterapkan secara efektif

44, Memastikan pelaksanaan rencana kegatan dalam rangka menmgkatkan
Literasi Kenangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung jawab antara lain:
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1.

9.

1} Tetkoordimirnya semua aktivitas BPRS kbususoya Tma Keloln,
Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal.

Tercapamya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efesien |
Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahasn sesuai  dengan
ketentuan perbankan dan perundang-undangan vang berlaku

. Terciplanya citra yang bak dan hubungan yang harmonis dengan

linglkungan masyarakat.

Tercapainyn tarpet sesuai anggaran vang telah ditetapkan.

Bentanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti
Pencucian Usng (APU) dan Pencegahan Pendanuan Terorisme (PPT),
yang meliput

a  Memaslikan memiliki kebijakan dan prosedur penerspan program
APU dan PPT;

b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur terulis vang bersifat strategis
mengensi penerapan program APU dan PPT kepada Dewan
Komisaris,

c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanskan sesuai
denpan kebijakan dan prosedur tertulis yang telnh ditetapkan;

d, Membentuk unit kerja khusus dan/atan memumjuk pejabat eksekutif |
yang bertanggung jawab terhadup penerapan program AP dan PPT;

¢ Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam mencrapkan
program APL! dan PPT;

f. Memastikan bahwa kebijakan dan prossdur tertulis mengensi
penerapan program APU dan PPT sejalan dengsn perubshan dan
pengembangan produk, jasa, dan reknologi di sektor jasa kevangan
serts sesual dengan perkembangan modus Pencucian Usng dan/atau
Pendanaan Terorisme;

g Memastikan bahwa seluruh pegawal, khususnys pegawai dan satuan
kerju terknit dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang
berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

Mencipinkan struktur pengendalian imtem dan terselengparanya fimgsi

satuan pengawasan intem.

thn&m}mﬂ berjalanmya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen

T8LRLY

Menyusun  kebijakan dan pedoman pencrapan Kepatuhan  dan

manajemen risiko secara tertulis,

10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memertukan persetujuan

direksi.

11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh

jetjang organisasi

12, Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait

dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

13, Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah

14, Bertanggung jawab afas  pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan

Manajemen Risiko dan cksposure nsiko yang diambil BPRS harus
keselunthan,
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15, Memilika pemahuman yang memadai mengenai Risiko vang melekat
pada sehuruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan
yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS,

16, Bertanggungjawab terhadap pelaksanasn fungsi kepengurusan Bank
secara efektif dan efisien

|7. Bersamn-sama Direktur Utama  mempertanggungiawabkan kepada
Pemegang Saham ates jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola
Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko,

18. Bersama-sama  Direktur  Utama  bertanggung  jawab penuh  atas
pelaksanaan kepengurusan Bank.

19, Bersuma-sama Direktur Utamas bertangmmg jawab atas pelaksanamm
tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham,

20. Bersama-sgma  Dircktur  Utama  bertanggungjawab  terhadap
penvelenggaraan dan pengembangan Tekhmolog Informasi.

21. Bersama-sama Dircktur Utama beranggungjawab terhadap penyusunan dan
pelnksanakan rencana keginten dalam rangks meningkatkan Literasi
Keuangan dan Inklusi Kevangan.

22. Bertanggungjawah terhadap peperapan Budays Kepatuhan dan Anti |
Fraud

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1

Nama Entis Rahayu, SE.
NIK 3212016605680001
Jabatan :  Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas antara lain:

1.
2

3. Mengawasi kebijaknn Direksi.
Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksansan penerapan Program Anti
Pencucian Usang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu

4. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program
APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;

b. Melakukan pengawasan atas polaksanamn tanggung jawab Direksi
terhiadap penerapan program APU dan PPT;

. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yvang

mencungakan (Susplofous Transaction Report/STR);

Memantau pengkinian profil nasabaly;

Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan;

Memantau penyusunan laporan STR;

Memantau kebutuhan dan pelaksansan pemberian pelatihen kepada

karvawan mengenai program APU dan PPT; dan

1. Memastikan sistern pencatatan vang baik untuk identifikasi STR.

-F.

=08 =0
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22 Menyetujui dan mengevaluusi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4. Menyetyjui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan
mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.

5. Melakukan pengawasan  akiif terhadap pelaksanaan  kebijakan

perPembiayaanan din melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang

berwenang secara semesteran.

Memberikan nasehat / saran kepada Direksi.

Mengadakan rapat bulanan dan triwulan,

Mengevaluasi pelaksansan Rencana Bisnis Bank.

Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham setiap

bulm,

10. Menynmpaikan laporan hasil pengawasan kepada Tnstansi yang berwenang
setiap semester.

I1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

12 Melaporkan kepada Perseroan lentang kepemilikan sabamnya dan/stau
kelugrganya pada Perseroan tessebut dan Persercan lain,

13, Mengelola BPRS untuk sementarn apabila seluruh angpota Direksi
diberhentikan untuk sementars atay BPRS tidak mempunym secrangpun
anggota Direksi, uniuk ity Dewan Komisaris melalui mpat Dewan Komisaris
memberikan kekuassan sementars kepada seorang anggota Dewan
Komisaris atss tinnggungan Dewan Komisaris,

14. Dalam hal diperlukan oleb Instanm yong berwenang, mnggots Dewan
Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS.

I5. Melaksanakan tugas dan tanggumg jawab sesum dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG),

16. Melakukan pengnwasan ates terselenggaranya pelaksansan GOG dalam
setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
dimann paling kurang harus diwujudkan dalam -

& Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,

b. Kelengkapan dan pelaksansan fungsi yang menjslankan pengendalian
intern Bank. |

¢. Penetapan fungsi Kepatuhan, Audit Intermn dan Audit Ekstem.

d. Batas Maksimum penyaluran Dana.

. Transparansi kondisi keuangan den non keusngan Bank

17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

18. Membenkan arahan dan melakukan pemantavan terhadap penyelenggaman
dan pengembanganTekhnologi Informasi yang bersifat mendasar .

19. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan sudit dan/stay
rekomendasi dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Kevangan, Auditor Intern,
Dewan Komisaris dan/atan Anditor Ekstern.

20. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 { sepuluh) hari
kerja sejak ditemulkannya;

8. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kevangan dan
Perbankan;

b, Sumtu kondisi vang dapat membahayakan kelangsungan usahs Bank

21. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawssen dan rekomendasi yang
diberikan terutama dalam hal teradi pemvimpangan dari ketentuan
perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kchati-hatian Bank.

o o 2 o
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23,

24.
5.

16,

Tangungiawab antara lain:

1.

2

-

14.

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Mengevaluasi dan memutuskan permolionan Direksi vang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,

Mengevalussi  pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan
Teknologi Informasi BPRS,

Mengevaluasi rencana  dan  pelaksanaan kegiatan  dalam  rangka
meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi K cuangan,

Memastlkan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Dewan Komisaris waljlb memastikan terselenggaranya penerapan Tats
Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau fenjang
organisasi.

Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenal perseroan maupun usaha perseroan, dan
memberi nasehat kepada Diraksi,

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen
Rislko.

Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh
Direlesi.

Mengevaluasl pertanggungjawaban direks| atas pelaksanaan kebijakan
Kepatuhan dan Manajemen risiko,

Mengevaluasl dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal
pemberian kredit kepada pihak terkait,

Bertanggungjawab sesual ketentuan atau Undang-undang yang berlaky
dan anggaran dasar Bank.

Bertanggungawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan
efisien serta terpeliharanya komunikasl yang baik dengan Direksl, Auditor
Esktermal dan Otoritas Jasa Keuangan.

Mo

MNama
NIK

Muchsin, 5.E.|
:  3174062903790005

Jabatan :  Komisaris Anggota
Tugas dan Tanggung lawab :
Tugas antara lain:

1.
2

8. Bersama-suma Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi
Bersama-sama Komisaris Ulama melakukan pengawasan aktif terhadap
pelaksansan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan
Pencegahan Pendanasn Terorigne (PPT), vaitu |
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4. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan
program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi,

b. Melakukan pengawasan stas pelaksansan tanggung jawab Direks:
terhadep penerapan program APU dan PPT;

¢. Memastikan adenya pembahasan terkat Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme datam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi vang

mencurigakan (Suspictons Fransaction Report STRY);

Memantau pengkinian profil nasabah;

Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR. vang disampaikan;

Memantau penyusunan laporsn STR;

Memantay Kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada

karyawan mengenai program APU dan PPT; dan
1 Memastikan sistem pencatatan vang baik untuk identifikasi STR.

3. Bersama - sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional
Prosedur yang dibuat oleh Direksi,

4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang
telah hbuat oleh Direksi dan mengkomumnikasikan kepada Pemegang
Saham,

5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan akiif terhadap
pelaksunaun kebijakan perPembinyaanan den melaporkan hasil penguwasan
kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.

6. Bersama-sama Komusaris Utamaz memberikan nasehat / saran kepada
Direksi.

7. Bersama-sama Komisans Utama mengadakan rapat bulanan dan mwulan,

8. Bersama-sama Komisans Utama mengevaluasi Pelaksansan Rencana
Bisnis Bank.

9, Bersama-sama Komisans Utama menyampaitkan laporan hasil pengawasan
kepada pemegang saham setiap bulan.

10. Bersama-sama Komisars Utama menyvampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Instansi yang berwenang setiap semester,

|1, Bersama-sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dewan Komisans
dan menyimpan salinannya.

12, Bersama-sama Komisans Utama melaporkan kepada Perscroan tentang
kepemilikan sahamnya dan‘atan keluarganya pada perseroan tersebut dan
perseroan lain,

13. Bersama-sama Komisans Utuma mengelola BPRS untuk sementars apabila
seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atay BPRS tidak
mempunyai seorangpun anggota Direks:, unfuk wu Dewan Komisans
melalui rapat Dewan Komisans memberikan kekuasaan sementara kepada
seorang anggota Dewan Komisans atas tanggungan Dewan Komisaris.

I4. Dalam hal diperfukan oleh Instansi yang berwenang, mnggots Dewan
Komisaris wijib mempresentasikan hasil pengawnsan terhadap BPRS,

15. Bersama-sama Komisans Litama membenkan arshan  dan melakukan
pemantauan terhadap penyelenggaman dan pengembangan Tekhnolog
Informasi yang bersifat mendasar .

15. Melakeanakan tugas dan tanggung jawab sesusi dengan prinsip-prinsip
Crood Corporale Governanee (GCG).

o o
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Tanggung Jawab antara laln:

maupun usaha perseroan, dan memben nasehat kepada Direksi,

|6, Bersama-sama  Komisaris  Utama  melakukan  pengawasan  atas
terselengparanya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada
seluruh tingkatan atsu jenjong organisasi, dimana paling kumng harus
diwujudkan dalam
. Pelaksanman tugas dan tanggung jawab,
b. Kelengkapan dan pelaksanasn fungsi yang menjalankan pengendalian |

intern Bank:

¢, Penetapan fungsi Kepatuhan, Audit Intemn dan Audit Ekstern;
d. Batas Maksimum Penvaluran Dana:

Transparansi kondisi keuangan dan non keyangan Bank,

17. Bersama-sama Komisanis Utama memantou dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Bank

|8. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan Audit dan/stan rekomendasi duri hasil pengawasan
Ovoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atan Auditor
Ekstem.

19. Bersuma-sama Komisaris Utama memberituhukan secara terulis kepada
OIK paling lambat 10 (sepulub) han kegja sejak ditemukannya:
a. Pelanggsran persturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

Perbankan;

b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

20. Bersama-sama Komisaris Utsma melakukan tindak lmjut dari hasil
pengawasan dan rekomendasi vang diberikan tenutama dalam hal terjadi
penyimpangan dan ketentuan perundang-undangan, snggaran dasar, dan
prinsip kehat-hatian Bank.

21. Bertanggungjawab sesua ketentuan atau Undang-undang yang berlaky dan
angguran dasar Bank.

22, Bertanggungjawab tcrhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan
efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor
Ektermal dan (toritas Jasa Keuningan,

23, Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,

24, Bersama-sama  Komisaris Utamgs  mengevaluasi pertanggungiawaban |
Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

25 Bersama-sama  Komisaris Utsma mengevaluasi dan  memutuskan
permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerdukan
persetujuan Dewan Komisaris

27. Bersama sama Komisans Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan
kegiatan dolem rangka meningkatkan Literasi Kewangan dan Inklusi
Kenangan.

fo

1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPRS, berjalan
sesum dengan ketentuan vang berlaku.

2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pade umumnya, baik mengenm perseroan
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. Bersama-sama Komisaris Utmma memastikan Direksi memiliki rencana dan

. Dersama-sama  Komisaris Utama memastikan penvelenggarsan  dan
10,

Bersama-sama Komisans Utama memastikan berjalannya penera i
Kepatuhan dan Manajemen Risiko, P
Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tabum
atan sewakiu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi
kegatan usaha BPRS secarn signifikan,

Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungsi Kepatuhan
dan Manajemen Risiko oleh Direksi

Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi  pertanggungjawaban
Dircksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuban dan Manajemen risiko,
paling sedikit setiap semester.

Bersama-samn  Komisaris Utsma mengevaluasi  dan  memutuskan
permohonan Direksi yang berkuitan  dengan transaksi yang memeriukan
p:tmpqum Dewan Komisans dalam hal penyaluran dana kepada pihak
terkan

melaksanakon kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan
Inklusi Keuangan.

pengembangan Tekhnologl Informasi.
Memastikan bahwa BPRS telah mencrapkan Budaya Kepatuhan dan Anti
Freud

Rekomendasi kepada Direksi
Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:
1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (K4P):

2. Kebijakan Manajemen Ristko;

3. APU-PPT;

4. Laporan Hasll Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit {LHA) Audit Intern,
Direksi telah menindaklanjutl dengan balk atas rekomendasi Dewan Komisarts

3. Pelaksanaan dan Tugas DPS

2.

3

1 Nama Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd
NIK + 3201141403520001 .
Jabatan ©  Ketua DPS |
Tugas dan Tanggung Jawab : !
1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasinal BPRS agar sesuai

dengan Prinsip Syariah

Mengawasl proses pengembangan produk baru BPRS agar sesual dengan
fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama indonesia

Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia |
untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya
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4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja

di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.

E. Dewan Pengawas Svarfah wallb menyampalkan laporan hasill pengawasan
DPS setlap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan
7. 7. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepaca Otoritas lasa

Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.

4, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
PT. BPR Syariah Mitra Harmonl Kota Bandung memiliki modal inti Rp 7,088,157 967 -
sehingga tidak wajib untuk membentuk komite sudit dan komite memantau rislko.
(sesual dengan POJK No. 9 Tahun 2024 pasal 59 ayat 1, modal inti paling sedikit Rp.
50.000.000,00 wajib membentuk komite paling sedikt;

a. Komite Audit;

b. Komite pemantauan risiko, dan

¢c. Komite remunerasi dan nominasi;

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKS!

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah

o Tt e | DRI ket | ssenion
1 | Lili Setiafi, S.Kom 1376021611630002 0 0%
2 | Wima Ardhi Swandono, S.E.| | 2404020807850002 0 | 0%
2. Kepemilikan Saham Anggota Direks| pada Perusahaan Lain
NAMIA |

- SANDI PERSENTASE
NO | NAMA ANGGOTA DIREKSI NIK i w hscanpennt
1 | Lill Setiaji, 5.kom 3376021611620002 | 620161 o 0%
2 | Wima Ardhi Swandono, 5.E.| | 3404020807850002 | 620161 i 0%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKS| ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain

NO NIK NAMA ANGGOTA SANDI NAMA PERSENTASE
DIREXSI BANK PERUSAHAAN | KEPEMILIKAN

LAINNYA LAIN (%)

1 | Lili Setial, 5.Kam 3376021611650002 | Tidak Ada | Tidak Ada 0%
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2

| Wima Ardhi
Swandono, S.E.!

3404020807850002

Tidak Ada ] Tidak Ada

—

2. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lain

NO Ik NAMA ANGGOTA | SANDIBANK | NAMA | PERSENTASE |
DIREKS! LAINNYA | PERUSAHA | KEPEMILIKAN
SRS % AN LAIN ()

1 | Entis Rahayu,SE | 3212016605680001 | Tidak Ada | Tidak Ada 0%

2 | Muchsin, 5.E.1 3174062903790005 | Tidak Ada | Tidak Ada 0%

3. Kepemllikan saham anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan lain

NO NIK . NAMA ANGGOTA | SANDI BANK | NAMA PERSENTASE
. DIREKSI LAINNYA | PERUSAHA = KEPEMILIKAN
I AN LAIN (36)
1 | Drs. H. Djufri 3201141403520001 | Tidak Ada | Tidak Ada 0%
Djamaluddin, M.Pd

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPR SYARIAH

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syarlah

HUBUNGAN KEUANGAN
NO | NAMA ANGGOTA DIREKS! NIk m“ m‘ PEMEGANG
SAHAM
LAIN | KOMISARIS
1 | Lill Setlaji, S.Kom 3376021611690002 | TidakAda | Tidak Ada | Tidak Ada
2 | Wima Ardhl Swandono, | 3404020807850002 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
S.El

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

HUBUNGAN KEUANGAN
MNAMA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
e DIREKS| ai DIREKSI | DEWAN w
_ - . LAIN KOMISARIS '
1 | Entis Rahayu,5E 3212016605680001 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
2 | Muchsin, S.E.I J174062903730005 | Tidak Ada | Tidak Ada Tidak Ada
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3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

NO

1

HUBUNGAN KEUANGAN
MAMA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
DIREKSI WK DIREKS! | DEWAN "ﬁ[‘:‘“
= LAIN KOMISARIS ™
Drs. H. Djufri | 3201141403520001 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
Diamaluddin, M.Pd

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPR SYARIAH

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

HUBUNGAN KELUARGA
NO NAMA ANGGOTA NIK | ANGGOTA | ANGGOTA | ..oy
| DIREKSI DEWAN | o
| LAIN | KOMISARIS
1 | Lili Setiaji, S.Kam 3376021611690002 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
2 | Wima Ardhi Swandono, S.E.I_| 3404020807850002 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada _
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Syariah
T HUBLINGAN KELUARGA
NO | NAMA ANGGOTA NIK ANGGOTA | ANGGOTA | oo\\ccanG
| DIREKSI | DEWAN o
i f | LAIN | KOMISARIS
1 | Entis Rahayu,SE 3212016605680001 | Tidak Ada | Tidok Ada | Tidak Ada
2 | Muchsin, S.E.| 3174062903790005 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
3. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Syariah _
| HUBUNGAN KELUARGA
NO |  NAMAANGGOTA NIK ANGGOTA | ANGGOTA | ooprreans
DIREKSI | DEWAN sy
..... 1 i LAIN KOMISARIS
1 | Drs. H. Djufri | 3201141403520001 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
Djamaluddin, M.Pd
2 |Ir. Drs. H Hashi | 3275020209640022 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
| Mauriza Hasyim
G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ors. H. Djufri | 3201141403520001 PT, BPRS AMANAH | Komisaris Utama
Djamaluddin, UMMAH
M.Pd
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H. PAKET / KEBUAKAN REMUNERAS| DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN
KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS
DIREKSI | DEWAN KOMISARIS DPS
JENIS UMIAH | JUMLAH JUMLAH
NO | cemuneras | "UMUM | ecoiupunan TUMUAR | eceiuruman | UM | e UruHaN
ORANG . ORANG ORANG
(RP) i {RP) |RP]
1 | Gajl 2 259600000 2 T4E00000 2 70000000
2 | Tunjangan 2 288299412 2 59722885 0 I:I1
3 | Tantiem 0 0 0 0 ¥ 0
4 | Kompensasi 0 4950000 1] 5550000 0 0
berbasis
saham | e a
Remunerasi 2 33p00000 | 2 9650000 2 7000000
lainnya
Total 585.849.412 149,722,885 77.000.000

Uralan Fasifitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

N0 JENIS FASILITAS LAIN | URAIAN FASILITAS DISERTA! DENGAN JUMLAH FASILITAS (UNIT)
(DALAM 1 TAHUN) DIREKSI DEWAN KONISARIS DPS
1 | Perumahan Vv = -
4 | Transportasi v v
3 | Asuransl Kesehatan v v
4 | Fasilitas lainnya - v
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJ| TERENDAH
KETERANGAN RASIO |
Rasio gaji angeota Direks| yang tertinggl terhadap gaji anggota B80.28
Direksi yang terendah
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang ing tertinggl terhadap gaji 78.10
_anggota Dewan Komisaris yang terendah
Raslo gajl anggota DPS yang tertinggl terhadap gajl anggota DPS 100.00
yang terendah
Rasio gajl pegawal yang tertinggl terhadap gaji pegawai yang 11.27
terendah B
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gajl 29.17
anggota Direks| yang tertinggl
Rasio gajl anggota Direksi yang tertingg| terhadap gaji pegawal 32.57
yang tertingg
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J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS
L Pe_lairsanain Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 2024

C=TLL TS

JUMLAH
PESERTA

TOPIK/MATERI PEMBAHASAN

-

10

Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2023, Rencana dan
Pengembangan bulan Januari 2024, Temuan Audit dan

40240216

QUK, lsu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
Evaluasi Kinerja Bulan lanuarl, Rencana dan

Pengembangan bulan Februarl 2024, Temuan Audit dan
QJK, ksu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategle

20240314

Evaluasi Kinerfa Februari, Rencana dan Pengembangan
bulan Maret 2024, Temuan Audit dan QIK, Isu-tsu

strategls atau panetapan kebijakan strategis

20240418

Evaluasi Kinerja Marat, Rencana dan Pengembangan bulan |
Aprit 2024, Teamuan Audit dan OJK, lsu-isu strategls atay |

penetapan kebijakan strategis

20240529

Evaluasi Kinarja April, Rancana dan Pengambangan bulan
Mel 2024, Temuan Audit dan QUK, Isu-isu strategis atau |

penatapan kebiliakan strategls

20240627

Evaluasi Kinerja Mai, Rencana dan Pengembangan bulan
Juni| 2024, Temuan Audit can OJK, Isu-isu strategis atau

penetapan kebljsan siratagis

20240718

Evaluasi Knerja Junl, Rencana dan Pengembangan bulan
Jull 2024, Termuan Audlt dan OJK, lsu-isu strategis atau

penetapan kebljakan sirategls

20240807

Evaluasl Kinerja Jull, Rencana dan Pengembangan bulan
Agustus 2024, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu srategis
atau penetapan kebljakan strategls

20240812

10

Evaluas! Kinerja Agustus, Rencana dan Pengembangan
bulan September 2024, Temuan Audit dan QJK, Isu-lsu

stralegls atau penetapan kebijakan strategis

20241003

10

 strategis slau penetapan kebijakan strategis

Evaluasi Kinerjs September, Rencana dan Pengembangan
bulan Oktober 2024, Temuan Audil dan OJK, Isu-isu

11

20241108

10

. Evaluasi Kinerja Oktober, Rencana dan Pengambangan

butan November 2024 , Temuan Audit dan OJK, Bsu-isu
strategis atau penatapan kabijakan strategis

12

20241213

10

| Evaluasi Kinerja November, Rencana dan Pengembangan

butan Desamber 2024, Temuan Audit dan QJK, su-isu
sirategls atau penetapan kebijakan stralegls

K. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

FREKUENSI KEHADIRAN TINGKAT
NAMA ANGGOTA .
 [Femmsupsonsos s NIK OFFLINE | ONLNE | KEHADIRAN
1 | Entls RahayuSE | 3212016605680001| 12 | O 100
2 | Muchsin, 5.E.| 3174062903790005 8 A £5.66

Halaman 23'1&



L. FREKUENS! RAPAT DPS
1 Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 2024

TANGGAL JUMLAH
NO RAPAT PESERTA TOPIK/MATERI PEMBAHASAN
1 20240703 5 Pengawasan lerhadap kegiatan usaha
20250106 a Pengembangan produk dan aktivitas baru
M. KEHADIRAN ANGGOTA DPS
FREKUENS! KEHADIRAN . TINGKAT
NAMA ANGGOTA :
1 |Drs. M. Djuiri | 3201141403520001 2 0 " 100.00
Djamaluddin,
_|MPd
2 |ir. Drs. H. Hashi | 3275020209540022 1 ' 0 50.00
Mauriza Hasyim |

N. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
Pada tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan (froud) dilingkungan Bank Syariah Mitra
Harmoni Kota Bandung.
lumlah penyimpangan internal sebagaimana tercermin dalam daftar tabel sebagal berikut:

JUMLAH JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIMPANGAN ANGGOTA ANGGOTA PEGAWAI PEGAWAI
INTERNAL (DALAM DIREKS! DEWAN TETAP TIDAK TETAP

1 TAHUN) | KOMISARIS

2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 2024 | 2023 | 2024
Total Fraud Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nibil | Nihil | Nihil
Telah Diselesaikan | Nihil [ Nihil | Nibil | Nihil | Nibil | Nihil | Nibil | Nibil
Dalam proses | Nihll | Nihil  Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nibil | Nihil
penyelasaian ,
Belum diupayakan | Nihil | Nihil | Nibil | Nihil | Nibil | Nikil | Nikil | Nihil
penyelesaiannya | .
Telah Mihil | Mikil | MRl | NihiE | NEhI | NiRil | Nibil | Nihil
ditindaklanjuti
proses hukum

0. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI
Selama tahun 2024 tidak terdapat permasatahan hukum yang dihadapi oleh Bank Syariah

Mitra Harmoni Kota Bandung balk perdata maupun pidana, dengan rincian sebagaimana
tabel berikut ;
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JUMLAH [SATUAN]
PERMASALAHAN HUKUM PERDATA | PIDANA
Telah selesal (telah mempunyal kekuatan hukum yang Nkl Nihil
tetap)
Dalam proses penyelesalan - Nihil Nihil
Total Nihil Nihil

P. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

NO | NAMADANJABATAN |  NAMADAN JENIS NILAI KET
PIHAK YANG MEMILIKI JABATAN | TRANSAKS | TRANSAKSI
BENTURAN PENGAMBIL (UTA
KEPENTINGAN KEPUTUSAN RUPIAH)

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK
Selama tahun 2024 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik namun untuk
kegiatan sosial telah direalisasikan sebesar Rp. 46,836,916,00- dengan rinclan sebagal

berikut
il 1 o  Misebel ""‘.-"""-"1"" R
.‘-: "”t = .

1 | 20240103 NASI EUHE{UE 15 PES Masyarakat 375,000

7 | 20280104 | SUMBANGAN KE PONPES PONPES 500,000

3 | 20240111 | KARANGAN BUNGAN BPK ANDRIE 5 100,000
AYAHANDA BPK ANDRIE 5

4 | 20240111 | NASI BUNGKLS 25 Masyarakat 375,000

5 | 20240118 | 25 NASI BUNGKLS Masyarakat 375,000 |

b | 20240119 | GIFT PERNIKAHAN ANAK PAK NANANG CAHYANA 500,000
NANANG CAHYANA

7 | 20240123 | KARANGAN BUNGA ANAK PAK NANANG CAHYANA 500,000
NANANG

B | 20240124 | SUMBANGAN KE RW 12 RW 12 300,000

9 | 20240125 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000

10 | 20240201 | 25 NASI BUNGKUS ~ Masyarakat 375,000

11 | 20240202 | SUMBANGAN MAS/IDALFALAH |  MASID ALFALAH 300,000
PEDULI PALESTINA

12 | 20240207 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
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13 | 20240215 | KARBUNG MERTUA BP YOG BP YOGI DAN BP ROPIK | 1,125,000
DAN MERLIA BP ROPIK
14 | 20240215 25 MASI BUNGKLS Masyarakat 375,000
15 | 20240221 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000 |
16 | 20240229 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
17 | 20240307 | 25 NASI BUNGKUS Masyaraat 375,000
18 | 20240307 | SUMBANGAN KE PONPES PONPES 500,000
19 | 20240314 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
20 | 20240315 | SUMBANGAN MAKAN TAKIIL MASIID BUBAT 559,000
DKM MASIID BUBAT
21 [20240321 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
22 20240322 | SUMBANGAN MASID MASID ASYSYAKUR 845,000 |
ASYSYAKUR
73 | 20240322 | SUMBANGAN DANA BAKSOS Masyarakat 1,000,000
MILAD BPRS
24 | 20240326 | SUMBAKGAN RT D1 RT 01 300,000
75 | 20240328 | 25 NASI BUNGKLS Masyarakat 375,000
26 | 20240331 | SUMBANGAN MASID AL UMM MASJID AL UMM 500,000
27 | 20240404 | 25 NASIBUNGKUS Masyarakat 375,000
28 | 20240404 | KARBUNG DUKACITAMERTUA |  BPK JDKO RIVANTO 583,333
| BPK IOKO RIYANTO
29 | 20240405 | SUMBANGAN THR PETUGAS PETUGAS ANGKUT 100,000
ANGELUT SAMPAH SANMPAH
30 | 20240405 GIFT ANAK PAK ASON PAK ASON 200,000
31 | 20240418 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
32 | 20240425 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakal 375,000
33 | 20280426 | GIFT PERNIKAHAN PUTRA BU HJ BU M ENTIS 500,000
ENTIS
34 | 20240430 | KARBUNG PERNIKAHAN PUTRA BU HI ENTIS 450,000
BU K ENTIS |
35 | 20280502 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
35 | 20240508 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
37 | 20240516 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
38 | 20240522 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
30 | 20240530 | 25 NASI BUNGKUS WMasyarakat 375,000
40 | 20240606 | 25 NASI BUNGKUS Masyarakat 375,000
T41 | 20240613 | 30 NAS! BUNGKUS Masyarakat 450,000
42 | 20240813 | QURBAN AN BP RIYANDI HARI BP RIVANDI HARI 3,000,000
PURNOMO PURNOMO
43 | 20240520 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
44 | 20240620 | GIFT PERNIKAHAN ANAK BPK BPK NURDIN 1,000,000
NURDIN
45 | 20290624 | UANG DUKA ALM IBUNDA PRASETYO 200,000
PRASETYO
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46 | 20240625 | KARBUNG PERNIKAHAN PUTRA PAK NURDIN 500,000
PAK NURDIN
20240627 | 30 NASI BUNGRUS Masyarakat 450,000
20240628 | KARBUNG DUKA CITA IBUNDA DIRUT MENGW 583,333
DIRUT MENGWI
20240630 | GIFT ANAK BUWINDA PAHEND! | BUWINDA, PAHENDI dan 600,000
UANG DUKA RIZNA RIZNA
20240704 _ | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240708 | GIFT ULTAH PA WIMA PA WIMA 330,000
20240711 | MENJENGUK RIZKI SULAIMAN RIZKI SULAIMAN 103,000
20240711 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240715 | MENJENGUK ANAK PAK LIL PAKLIL 780,600
20240718 | SUMBANGAN KE PONPES PONPES 500,000
170240718 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
| 20240725 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240729 | SUMBANGAN HUT I RW 12 RW 12 300,000 |
20240801 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240808 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240813 | SUMBANGAN ACARA HUT RI DI PA BANDUNG 1,000,000
PA BANDUNG
20240814 | KARBUNG MERTUA BPK KEPO MHI 91,666
 CANDRA SURYA KKPO MHI
20240814 | MENJENGUK ZALIKA FITRIANI ZALIKA FITRIANI 101,200
20240815 | 30 NASI BUNGEUS Masyarakat 451:|.mn
20240822 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240822 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240831 | GIFT ANAK PA DANDI A DAND 200,000
20240005 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240906 | GIFT PERNIKAHAN ANAK RUDI RUDI KAMIL 250,000
KAMIL
0240910 | MENIENGUK PA WIMA P WIMA 500,000
20280911 | KARBUNG HIK HIK 452,500
20240012 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240919 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20240920 | MENJENGUK BU HI ENTIS BU HI ENTIS 467,750
20240024 | KARBUNG BPK MERTUA BPK BPK HENDRA 100,000
HENDRA KABID SKAI
20240926 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakot 450,000
20240027 | MENJENGUK BU Kl ENTIS HI ENTIS 500,000
20231003 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
20241004 | MENJENGUK AZKA C AZKA 58,000
20241007 | MILAD BPK JOKO SUYANTO BPK 10KD SUYANTO 435,000
70241010 | 30 NAS| BUNGKUS Masyarakat 450,000
70241017 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
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83 | 20241023 | SUMBANGAN BU NINA PLERED B NINA 500,000

B4 | 20241023 | SUMBANGAN ACARA HARI RW 11 300,000
SUMPAH PEMUDA RW 11

85 | 20241024 | 3D NASIBUNGKLUS Masyarakat | aso,000

| 86 | 20241031 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
87 | 20241107 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
88 | 20241114 | SDDACOH 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
89 | 20241118 | GIFT ULTAH PA LIL PA LIL 262,000
90 | 20241121 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
91 | 20241128 MEMIEMNGUE NASABAH SAKIT ADITYA I 26,000

AN ADITYA .
92 | 20241128 | 30 NASEBUNGKUS Masyarakat | 450,000

83 | 20241128 | KARBUNG ALM MERTUA DIRUT | DIRUT NUSAMBA AMPEL | 583,333

NUSAMEA AMPEL '
34 | 20241204 | KARBUNG ALM ISTRI BPK BPK ENDRO PURNCOMO 583,335
ENDRO PURNOMO
95 | 20241205 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
95 | 20241206 | MENJENGUK ISTRI PAK DESTA PAK DESTA 100,000
97 | 20241212 | SUMBANGAN GATHERING RW RW 18 CPI 502,700
18 CPI .

88 | 20241212 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat | 450,000
99 | 20241218 | GIFT UNTUK BU Hi DEWI BU HJ DEWI 177,500
100 | 20241219 | 30 NASI BUNGKUS Masyarakat 450,000
101 | 20241220 | GIFT PERNIKAHAN RIZKI RIZKI SULAEMAN 300,000

SULAEMAN
102 | 20241224 | SUMBANGAN UNTUK SUPANDI SLIPANDI 500,000
KORBAN BANIIR
103 | 20241227 | 30 NASI BUNGKUS Masyarzkat 450,000
104 | 20241231 | KARBUNG ALM IBU MERTUA BPK LILI HERDIANA 83,333
ERK LILI HERDIANA
105 | 20241231 | KARBUNG ALM BEK MERTLIA ANGGA LESMANA 583,333
ANGGA LESMANA |
TOTAL
46,836,516
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